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P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan  memutus  Permohonan,

telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon:

MUTMAINNA,  lahir di Kendari,   17 februari  1990, jenis kelamin perempuan,

agama islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, beralamat di

BTN GRIYA TAMARAMPU Blok J5 No. 03,  RT. 003/RW. 004, Desa Bontoa,

Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah  membaca  berkas  permohonan beserta  surat-surat  yang

bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon; 

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dengan  surat  gugatan  tanggal  16  April

2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  Pengadilan Negeri Maros

pada tanggal 17 April 2020 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Mrs, telah

mengajukan Permohonan sebagai berikut : 

1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

JUSRAH berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 262/66/III/2007;

2. Bahwa dari  pernikahan tersebut  Pemohon dikaruniai  tiga  orang

anak yang salah satunya bernama  AL HADI;

3. Bahwa nama anak Pemohon yang ada di akta kelahiran dan kartu

keluarga  yang  sebelumnya  tertulis   AL  HADI  akan  dirubah  menjadi

ABDUL HADI dengan alasan bahwa nama AL HADI merupakan salah

satu nama yang khusus untuk ALLAH dan tidak boleh digunakan oleh

makhluk NYA; 

4. Berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil  Kabupaten Maros,  bahwa untuk  merubah atau menambah nama

pada dokumen yang di butuhkan harus ada penetapan dari pengadilan

negeri setempat;

Bahwa demi  kelancaran pengurusan akta kelahiran dan kartu  keluarga anak

pemohon,  pemohon  memohon  kehadapan  Ketua/Hakim  Pengadilan  Negeri

Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Berkenan untuk memberikan

dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan  perbaikan  nama  anak  Pemohon  yang  sebelumnya

tercatat sebagai AL HADI dirubah menjadi  ABDUL HADI;

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang,bahwa  selanjutnya  sebelum  permohonan  tersebut

dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaikan dan dengan

bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  alasan  permohonan,  Pemohon

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309015702900002 atas

nama Mutmainna, diberi tanda P-1; 

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  7309011109120037 atas  nama

kepala keluarga JUSRAH, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7371.A1.2007.037542, ats

nama AL HADI, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 262/66/III/2007, diberi  tanda

P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah

mengajukan 2 (dua) orang Saksi,  yang telah disumpah terlebih dahulu pada

pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

SAKSI  JUSRAH;

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon; 

- Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

JUSRAH berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 262/66/III/2007;

- Bahwa dari  pernikahan tersebut  Pemohon dikaruniai  tiga  orang

anak yang salah satunya bernama  AL HADI;

- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di akta kelahiran dan kartu

keluarga  yang  sebelumnya  tertulis   AL  HADI  akan  dirubah  menjadi

ABDUL HADI dengan alasan bahwa nama AL HADI merupakan salah

satu nama yang khusus untuk ALLAH dan tidak boleh digunakan oleh

manusia,  hal  tersebut  disampaikan  oleh  ustad  tempat  mengaji  anak

saksi;
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- Bahwa nama Anak saksi tersebut diberikan oleh kakeknya yaitu

ayah dari saksi;

- Bahwa  arti  nama  anak  saksi  tersebut  adalah  yang  memberi

petunjuk; 

SAKSI MUSTAMIN;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari dari Pemohon; 

- Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

JUSRAH dan dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama  AL

HADI;

- Bahwa nama anak Pemohon yang ada di akta kelahiran dan kartu

keluarga  yang  sebelumnya  tertulis   AL  HADI  akan  dirubah  menjadi

ABDUL HADI dengan alasan bahwa nama AL HADI merupakan salah

satu nama yang khusus untuk ALLAH dan tidak boleh digunakan oleh

manusia;

- Bahwa nama Anak saksi tersebut diberikan oleh kakeknya yaitu

ayah dari saksi Jusrah;

- Bahwa arti nama anak tersebut adalah yang memberi petunjuk; 

Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini  maka

segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita

acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut  akan

dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang

perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi

Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan,

penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang

dialami warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut

status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas.

Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2013  tentang

perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi
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Kependudukan  Pasal  52  (1)  mengatur  bahwa,  Pencatatan  perubahan  nama

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda

Penduduk Pemohon dan bukti P- 2 berupa fotokopi kartu keluarga serta kutipan

akta kelahiran anak yang bernama AL HADI, Pemohon dan anaknya tersebut

bertempat  tinggal  atau  berdomisili  di  Kabupaten  Maros,  sehingga  Pemohon

yang mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya yang bernama

AL HADI telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Maros karena

merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Maros; 

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah nama Al Hadi

merupakan  nama  yang  tidak  dibolehkan  dipakai  oleh  manusia  karena

merupakan nama dari salah satu nama Allah;

Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi  bahwa hal  tersebut

disampaikan oleh guru mengaji atau ustad anak Pemohon akan tetapi setelah

Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  Pemohon  untuk  menghadirkan  ahli

atau ustad yang bisa memberikan dalil atas posita permohonan aquo, Pemohon

tidak dapat mengajukan ahli yang bisa mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  Hakim  berpendapat  bahwa  pemohon  tidak  boleh

hanya  berdasarkan  pendapat  seseorang  kemudian  dijadikan  alasan

mengajukan  permohonan  aquo  karena  hal  yang  dimohonkan  tersebut

menyangkut  hak  prerogatif  Allah  SWT apakah  ada  dalil  baik  dalam alquran

maupun  hadist  ataupun  pendapat  jumhur  ulama  yang  melarang  ataupun

membolehkan  penggunaan  nama  AL HADI  dipakai  oleh  orang  kapasitasnya

sebagai hamba Allah SWT;

Menimbang,  bahwa oleh  karena menurut  Hakim dalil  Pemohon harus

didukung  oleh  pendapat  ahli  agama  yang  dapat  memperjelas  hal  posita

permohonan  aquo  dengan  dalil-dalil  yang  didasarkan  kepada  alquran,  atau

hadist  ataukah  pandapat  jumhur  ulama,  namun  Pemohon  tidak  dapat

mengajukan ahli  tersebut yang dapat mendukung dalil  permohonannya maka

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan atau

harus dinyatakan di tolak;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  permohonan  Pemohon ditolak,  maka

biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon

tersebut yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi
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Kependudukan,  KUHPerdata,  Rbg  serta  semua  peraturan  yang  berkaitan

dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan

ini sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari  Kamis,  tanggal 29 April 2020, oleh Jusdi

Purmawan,  S.H.,  M.H,  sebagai  Hakim Tunggal  yang  ditunjuk   berdasarkan

Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri  Maros Nomor  39/Pdt.P/2020/PN

Mrs tanggal 17 April 2020, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April

2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,                Hakim,

Hernawati, S.H. Jusdi Purmawan, S.H., M.H

Perincian biaya  :

1. Materai ....................................

2. Redaksi ...................................

:

:

                    Rp.  6.000,00;

Rp.10.000,00;
3...............................................P

roses .......................................
: Rp.50.000,00;

4...............................................P

NBP ........................................
: Rp.10.000,00;

5...............................................P

endaftaran ..............................
: Rp.30.000,00;

Jumlah : Rp.106.000,00;
 (seratus enam ribu rupiah)
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